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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa

kesimpulan dari pokok permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah :

i

(V%)

Pelaksanaan hak interpelasi DPRD Kabupaten Lombok Timur
dilaksanakan berdasarkan mekanisme pengajuan hak interpelasi oleh
anggota Dewan yang diajukan oleh 20 orang . Namun ketika dalam sidang
hak interpelasi pihak Eksekutif (Bupati) tidak hadir.

Alasan yang menyebabkan terjadi pro dan kontra dalam pelaksanaan hak
interpelasi di DPRD Kabupaten Lombok Timur didasari oleh perbedaan
pendapat atau pandangan tentang implementasi dari perda zakat itu
sendiri.

Kendala-kendala dalam pelaksanaan hak interpelasi yang mewajibkan
kepada Bupati untuk memenuhi panggilan DPRD untuk meminta
keterangannya menyangkut hak interpelasi DPRD tidak dihadiri oleh
Bupati sehingga dilakukan pemanggilan paksa sesuai dengan peraturan
Tata Tertib DPRD Kab. Lotim pasal 39 ayat (3) dan Undang —undang

Nomor 22 Tahun 2004 tentang Susduk pasal 82 ayat (3)



